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PUTUSAN
Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Mj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat
antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 30 Juni 2024, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi
Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email
disebut sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1999, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat
tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,

Sulawesi Barat disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang
didaftarkan di  Kepaniteraan = Pengadilan = Agama  Majene,  Nomor
129/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu
tanggal 27 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1443 H.,

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten
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Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 065/33/111/2022, tanggal 27

Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan rumah orang tua Tergugat di
lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur,
Kabupaten Majene secara bergantian selama 2 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-
masing bernama :

1. Anak I, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04 Juni 2022, Umur 2 tahun.

2. Anak Il, Laki-laki, Lahir pada tanggal 24 Maret 2024, Umur 3 bulan.

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama

Penggugat (Ibu);

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan
harmonis namun sejak bulan April 2023 sudah tidak harmonis lagi
disebabkan karena:

1. Tergugat sering keluyuran dan pulang larut malam tanpa tujuan yang
jelas;

2. Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja sehingga Tergugat tidak
memiliki penghasilan sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah
kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.

3. Tergugat sering mengucapkan Kkata-kata cerai dan melakukan
kekerasan pisik seperti menampar wajah, mendorong Penggugat ketika
marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi sejak Januari 2024 yang disebabkan karena pada saat itu
Tergugat merantau ke Morowali, dan Penggugat pulang kerumah orang tua
Penggugat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene, Setelah dua minggu Tergugat Kembali ke
Majene dan menjemput Penggugat untuk Kembali ke rumah orang tua
Tergugat, namun Penggugat Menolak karena Tergugat jarang memberi

nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan
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pisik kepada Penggugat seperti menampar. Hal inilah yang membuat
Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai lagi sebagai seorang Istri;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6
bulan; Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan
Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,
sedangkan Tergugat tinggal di ~ Lingkungan Lembang, Kelurahan
Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak saling mendatangi, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan
Tergugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa pada bulan April 2024 Penggugat telah melaporkan Tergugat
mengenai dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan
nomor surat tanda terima laporan: STTLP/70/VII/2024/SPKT/RES
Majene/Polda Sulbar. dan saat ini sudah dalam proses pelimpahan ke
Pengadilan Negeri Majene.

9. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan

dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cg. Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator
Dwi Reski Wahyuni, S.H.l., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14
Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggae Kabupaten Majene

Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 065/33/111/2022 Tanggal 27 Maret 2022.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi surat penerimaan laporan kepolisian nomor

STTLP/70/VI1/2024/SPK/RES Majene/POLDA SULBAR tanggal 09 Juli

2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim
B. Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 4, pekerjaan
PPPK BKKBN, tempat tinggal Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
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- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan rumah orang tua Tergugat
di lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae
Timur, Kabupaten Majene secara bergantian selama 2 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan
sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
Penggugat (lbu);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak
harmonis lagi;

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga karena Tergugat tidak
dinafkahi oleh Penggugat dan Tergugat sering membuat kecewa
Penggugat dengan kelakuannya yang tidak jujur dalam hal sewa
kontrakan rumah, Tergugat menikmati hasilnya sendiri tanpa memberikan
kepada Penggugat;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat mengalami
kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu Penggugat melalui
telepon tentang pemukulan Tergugat saat itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak penah lagi
berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
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2. Saksi Il, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan PNS
Sekretariat Daerah Majene, tempat tinggal di Kecamatan Banggae di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
bapak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan rumah orang tua Tergugat
di lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae
Timur, Kabupaten Majene secara bergantian selama 2 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Dan
sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama
Penggugat (Ibu);

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak
harmonis lagi;

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga karena Tergugat tidak
dinafkahi oleh Penggugat dan Tergugat sering membuat kecewa
Penggugat dengan kelakuannya yang tidak jujur dalam hal sewa
kontrakan rumah, Tergugat menikmati hasilnya sendiri tanpa memberikan
kepada Penggugat;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat mengalami
kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu Penggugat melalui
telepon tentang pemukulan Tergugat saat itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi ;
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- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah
tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena Tergugat tidak
pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara

sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak
berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo
telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Dwi Reski Wahyuni, S.H.l., M.H., namun berdasarkan laporan mediator
tanggal 14 Agustus 2024 bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam
pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
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tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal
1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2022;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat laporan
pengaduan ke Polresta Majene membuktikan bahwa mengenai alasan perceraian
Pengguggat dan Tergugat adalah karena adanya tindakan Kekerasan dalam
rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan saat ini dalam
proses pengembangan perkara oleh Polres Majene;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan
Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa
saksi Penggugat adalah orang dewasa yang mengetahui masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga keterangannya dapat diterima dan di
pertimbangkan di muka sidang;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae,

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan rumah orang tua Tergugat di
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lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur,
Kabupaten Majene secara bergantian selama 2 tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Dan sampai
sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama Penggugat
(Ibu);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga karena Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat selayaknya seorang suami kepada
istrinya;

6. Bahwa Sebab lainnya adalah Penggugat mengalami kekerasan dalam
rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat di Polres Majene atas kasus
Kekerasan dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih
6 (enam) bulan;

9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga
kembali ke rumah orang tuanya;

10.Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling
menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh
kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan
dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata,
tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya,
berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat

Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah
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tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga
putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6
(enam) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta
selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada
lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi
menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa
perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat
terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa
cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta
memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan
sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga
(vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman
Allah SWT dalam al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21 :

5390 pSin Jazg led] lsiSumd) L2lg ] pSamail o o) 35 O @il gos
095 poil LY s 9 0] 4oz 5
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila

dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
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daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh yang
berbunyi :
tllandl cd> e p 2io dwlaoll <)
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni
Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu
mempertimbangkan pendapat pakar hukum lIslam sebagaimana yang termuat
dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133 sebagai berikut :

aill iolall ade 3l gz 5) azg il &8, pas siil Olg

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah

mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu’.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan
pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248, kemudian
diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

Lo slaYl 0y zosdl Wlicl of azg )l diny uiolall s bloss caig 1306

login DY e olall jzeg lag) Lol pu & pinall plgs aze FUar)
aisl aall lgalls
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
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atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat,;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 460.000,00,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah)
Penutup
Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis
tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh Anisa
Pratiwi, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 16 Juli 2024,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
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Anisa Pratiwi, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses ‘Rp 100.000,00
- Panggilan ‘Rp 260.000,00
- Pemberitahuan Putusan :Rp 30.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).
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